BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPAT] SITURONDO
NOMOR 93 TAHUN 2010

TENTANG
ANALISIS JABATAN PADA

BADRAN KESATUAN BANGSA, POLITTK DAN PERLINDUNGAN

Menimbany
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Katang Pembentukan

DaemhdamhKabupatmDa]amlmgkarqnme

Nomor 55, Tambahsm Leambargn Negara Repoblik Indonesin
Nomor 3041) sehagaimans teloh dinkah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Talwm 1999 tenteng Perubehan Atas Undang-undang
Nomor 8§ Tabum 1974 tentang  Pokok-pakok Kepegawaian
{Lembarsn Negara Republik Indonesia Talm 1999 Nomar 168,
Tambahan LmhmeachwhﬁkhdmﬁaﬂmiﬂW};

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daemh(LmbmnN:ng:pﬂalikIndnmﬁa:Tahunl{IH

" Nasa.des Pemindahan Tempat Kedudukan Pemnesintaher Deergh

Katupaten Pangrukan (Lembarim N Republik Indonesis
Tabun 1972 Nomeor 38); e



Menetapkan

I

5. Peraturon  Pemerintah Nomar {00 Tahun 2000  temang
Pengungkatan Pepawai MNegeni Sipil Dalam Jabulan Siruktural
{Lembaran Megara Republik Todomesia Taban 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Repmblik Indenesia Nomor 4018)
sehagaimana telah diubali dengan Peraturan Femerintah Nomor
13 Tahun M2 lenlang Pemibahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Neperi
Sipil Dalam labatan Struktoral (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahon 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran MNegara
Repuldik Indonesia Nomor 4194y

6. Peraturan Pemcrintah Momor 9 Talwn 2003 lenlang Wewenang
Penpangkatun, Pemindahan, dan Pemberhentisn Pepawal Negeri
Sipil {I embaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2003 Nomeor
15, Tambghan Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor
4263 %

7. Peroturan Pemerinlah Nomor 38 Lahun 2007 tentang Pembagian
Usrusan Pemerintabhan Antars Pemerinlsh, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemcrintah Duerah Kabupaten/Kota (Lembaran
MNegara Repulilik Indonesia Tahun 2007 MNomor 82, Tambahan
Lemnbaran Negara Republik Indonesiz Nomor 47373,

8. Peraluran Pemerintah Nomor <11 Tahun 2007 tentang Organisasi
Peranglat Dacrah (Lembaran Negars Repuhlik Indancsia Tabun 2017
Nomor 89, Tambahan [ 2mbaran Negara Republik Indonesia Nomar
4741

9. Perstursn Menteri Dalam MNegeri Nomor 04 Tahun 2005 tentang
Pedoman Analisis Jabatan di 1ingkungsn Menteri Dalam Negeri
dan Pemierinlah Dagrah;

10, Peraturan Ducrah Kubupaten Sibondo Momor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerinishan Tiaersh Kabupaten  Situbando
(Lembaran Dacrah Kabupaten Silubondo Tahun 2008 Namor (2);

11, Peraturamn Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008
tentang Susunan Crganisusi dan Tata Kerfa Lembaga Teknis
Dactah Kabupaten Situbondo {Lemharan Daerah Kabupaicn
Situbondo Tuhun 2008 Nomor 4).

MUMUTUSEAN ;

PERATURAN BUPATE TENTANG ANALISIS JABATAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGADN
MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO,

Pasual 1

Analisis Jubatan sehagnimuona dimaksud dulam Peraturan Hupati ini
fmerupakan pedoman yang memberikar infomaasi jabatan grma pensusunan
kebijukan program  permbinaanipenataan  kelemhagasn, Kepegaveaian,
ketatalaksansan dan perencanun kebutwhiun pendidikan dan pelatihan serta
umpan balik bagd organisasi dun tatalaksana pada Badan Kesanian Banpsa,
Politik dun Pedindurygan Masyarakir Kabupalen Silubondo.

Pasal 2

Analisis  Jabutan pada Badan Kesatwan Bungsa, Poliik dan
Perlindunyiin Masyarakat sehagaimany dimaksud dulum Pasal I, terdin dari -
#. Bagan Jsbatan;

b. Formasi Jabatan; dan

¢, Uraian Jabatan,

sebagaimina tersebut dalam lampiran | sampai dengen Lampiran [Tl
dan merupakan bagiun vany tidak rerptsahhan dengan Peraturan Bupat ini.



Bl

Pasul 3
Bagin Jabalan schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huraf oa
dimaksudkan uniuk menjelaskan jems jabatan fungsional, umum yang
hars ada pada jabatan sttuktural di atasnya.

Pasal 4

Formasi Jubatan sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 2 buruf b
dimaksudkan untuk menjelaskan/mendeskripsiban syarat jabatan serla
jurnlah pejabat yang harns dipenvhi guna menjubat suatu jabatan
lertentu pada Badon Kesatuan Bangsa, Politik dan  Perlindungun
Mhasyarakat Kabupaten Situbondo,

Pasal S

Uraian Jabatan sebaguimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢
dimaksudkan  untuk  mengurangi  tagas  jabatan  strukiural  dan
funpsional wmum  pada Badan Kesanan Bungsa, Politik dan
Puerlindungan Masyarakal Kabupaten Silubondo.

Pasal &
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangyal diundanskan.

Agar setiap  orang  depat  mengetahuinya,  memcrintahkan
pengondangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Dhterapkan di Siluhtm;jn
padda tanggal 711 U5 2000

BUPATI NDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal " . s 5 E | i r ;.
IS DAHRAH I TR AV I’

KABUPATEN SITUBONDO, 5 "th "lr‘I.u'l-'uv_-_ %__F :

g - Digancaty [0

Pee B ::

Pemibina Utama Muda o, Sebda i

NIP. 19541010 197603 1 010 | T Tl

BERITA DALRAH KARUPATEN SITURONDO TAHUN 2619 NOMOR 93
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H. DADANG WIGIARTO, SH.
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11. SYARAT JABATAN

<.

Parpxa:/ Go'ongan
Pend cikat Formai

Fend tikan dan Falatikan
- Pimpinar

- Teknis/Fungsional

Pengetahuan

Keleramgilan

Fenga‘'aman kerja
Kaondisi Fisik
Bakat yg perlu dim liki

Minat kerjs

Temperamen

:.F'E'F.'_}H.H'HIMH__FTI!]'J':-I Jelth s -'u{_.if'ﬁ.;,'_;w,-;;l,f_'.,-g'.‘u.;u,

Peagatr | Ilic]
03 Sospal / Administrasi Negara

Teknis keadminstrasian
Tekris kearsipan
Teknis pendidikan dan palatihan

Peraturan Pemundang-undangan mengerai  perdidikan  dan
latihan
Perencanaan dan pengelolaan Frogram.

Mampu melaksarakar prograr kerfa pendidikan dan .alihan
Marnpu manywsua konsep tetahan stal bagi pimpinan |

Mampu berkoordinasi dengan baik, inlern maupun ekslemn
organisas).

Zehat Jasmani dan Rohani

Z
i
1a

33
F

R

Kemampuan belajsr secara umum ;

Kemarguan  unlak  memahami  ari  kata-hata dar
penggunaannya secara tepat dan elekhf

x8giatan yang berhubungan dergan benda-benda dar
obyek-abyek |

Kegialan nidn, konkrit dan teratur.

Kemampuan meryesuaikan din dalam berhubungan dengan
grang lain ;

Kemampuan menyesuakan dii entuk kagiatan berulang-
ulang, rutin.

BUPATI SITUBCND(,

H. DADANG WIGIARTO, SH.
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